SALINAN

PERATURAN BUPATI PURWORE.ID
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

FERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREFC
NOMOR 4.3 TAHUN 2016 TENTANG PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
[ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREID

DENGAN RAHMAT TUMAN YARG MAHA ESA
BUPATI PURWOREIO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangks mengefektifkan  kowajiban
pelaporan harta  kekayaan yang dimdliks
Penyyelenggaran Negara di lingkungan Pemerntah
Eabupaten Purworejo, telah ditetaplan Perstomsn
Bupati Purworsjo Nomor 43 Tahun 2006 lentang
tentang Penvampaian Laporan Harta Kekaysan
Peoyelengpara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pureoreje sebagaimana telah diubakh
dengan Pemiuran Bupali Purworepe Nomor 26
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraluran
Bupath Pursorgjo Noemor 43 Tabun 2006 tentang
Penyvampairn Laporan Harta Kekayuan
Penyelenggara Negarae di  Linghungan Pemerindah
Kabupalen Purwonepo;

b, tahws sejalan dengan perkembangan keadasn don
perubahan  peratuman perundang-undangan yang
mengatur Laporan Harta Kekavaan Penyelenggara
Megara, maka beberaps ketentuan dalam Peraturan
Bupati sehagrimana dimaksud pada horaf a sudah
tidak sesuail lngn schingga periu ditmjaw  kesmbsal
dan diubah;

¢, bahwa berdesarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksid pada houraf a dan hural b, perlu
menetapkan Peraturan Bupal tentang Peruixafean
Kedwa Atas Peraturan Bupat Purworeje Nomor 43
Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Megara i Lingkungan
Pemerintah Eabupaten Purwarejo;



Mengingal

Menetaphkan -

i

Pesal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1945;

Dadang-Undang Nomdr 13 Tabun 1950 lenlang
Pembentukan Deerah-dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengakh;

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggura Negara yang Bersib dan Bebas dar
Horupsi, Kolusd, dan Nepotisme [Lembarsn Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Megara Republik  Indonesia
Nomor 384 1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
ientang Peruebsbhan Kedua Atas Undang-Undang
Momesr 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan
Dasrah  (Lembsran  MNegara Republik  Indonesia
Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomos 5679);

Peraiuran Komisi Pemberantasan Korupad Nomors 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara  Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harla Kekayaan

Penyelengarn Negars;

MEMLUTUSKAN:

FERATURAN BUFATI TENTANG PERUBAHAN EKEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREIO NOMOR 43
TAHLUN 2016 TENTANG PENYAMPAIAN @LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGOARA NEGARA Dl
LIRGHEUMNGAN PEMERINTAH KEABUPATEN
PURWOREIO.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bopati Purworepe Nomor 43
Takun 2016 tentang Penyampawn Laporan Haris Kekayaan
Penyelenggara Megara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworsjo
(Herita Daerah  Koabopaten Pureorejo Tabun 2016 Nomor 44,
scbhagmimanat telah diabah dengan Peraturan Bupan Purworeps Nomor
26 Tahun 2017 tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati Purworejo
Momor 43 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Hara Kekayaan
Penyelenpgara Negara di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Purworejo
diubah sebagai berikut-

1. Ketentusn Pesal 2 dinhah, sehinggs Pasal 2 berbunyi sebaga
berikut:

Pagal 2

{1} Betiap Penyelenggars  Negara  di  linghungan  Pemerintah
Kabupaten FPurworeje wiajib melaporkan  selumoh Harta
Kekayaan yang dimilikinya sebelum, seluma dan  setelah
menrangk jabatan kepads KPK dengan menvampailan LHEPN.

12} Penyelenggara Negura schagaimana dimaksud pada ayat (1)
lerdin atas

Bupani;

Walkil Bupati Purworsjo;

Pejabat Pimpman Tinggi Pratama (setara eselon 10);

Fejabat Fungstonal Auditor f Pengawas Penyelonggars Urnusan

pemerintaian Daerak;

e, Direksi, KomisansDewan Pengawss, dan pejabat strukbaral
lainnya pada Badan Usaha Milik Darrah (BUMD]; dan

f. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULF).

(3} Daftar nama Penyelenggara Negara scbagalmana  dimaksud
pada ayal (2} ditetaphkan secbagai Wajih Lapor LHEHPN dengan
Keputu=an Buipah.

2. Ketentuan Pasal 3 divhah, sehingga Pasal 3 berbunyi scbagad
benboat:

-

Pasal 3

(1} Wajibhy Lapor LHEPN wajib menyampaikan LHEPN Kepeda KPK

peaddis sant!

A, pengangkatan scbagal Penvelengoara Megara untuk pertama
kealh;

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirmya masa jabatan atau pensiun;

¢, borakhirnya mass  jabatan  aftau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara.



{2} Penvampaian LHEPN secbagaimans dimakaad peds ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktn paling lambat 3 {tiga) bulan
terhitung scjak  saat pengangkatan  pertama/pengangkatan
kembali/ berakhirnya jabatan sebapal Petryelengpara Negara,

(3 Penvampaian EHEPN selama Penyelenggara Negara menjabat
dilalukan secarn peruciik setiap 1 {satu} tahun sekali atas

Haorta Kekayvasn yang dipemobeh esjak tanggal 1 Januan sampai
dengan tanggal 31 Desember

{4} Peryampaian LHEKPN sebagaimana dimaksud ayat (3 dilakukan
paling Bambat tanggeal 31 Maret tahon benkutmya.

{5) Pengisian dan penveampaian LHEPN sebagaimansa  dimaksed
pada ayat [2] dan ayat {3} dilnkukan dengan cara danng fonling}
rmeedndini & LHEPMN.

{of Dalarn  hal Wajlk Laper LHEPN @ menioggal dunia, maks
penyampaian LHEPN dilakukan oleh ahli warisnya,

Pasal I
Peraturan Bupati mi muzlai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinys, memeriniahkan  pengundangan
Peraturan Bugati Inl dengsn penempatannys delam Berita Dacrah
Kabupaten Puraasrejo,

[htetapkan di Purweresjo
pada tangeal 17 November 2017

BUPATI PURWORE.IQ
Cap el
AGLS BASTIAN

Diundangkan di Pursorein
pada angeal 17 November 2017
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